
BUPATI MOROWAI,I
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR .......\3-....... TAHUN 20 16

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MOROWALI,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2)' dan (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib

-.iif."f."" pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bag tercapainya efektifitas dan efrsiensi
pencapaian -trjn* penyelenggaraan pemerintahan

tt.e-a, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

."Jt negara, dan ketaatan terhadap peraturan

pemndang-undangan;

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

o"neetot"att manajemCn resiko dan tata kelola Aparat
'P".rE"*^. Intemal Pemerintah'

bahwa berdasarkan pertimbangan - sebagaimana

ii*"t""a pada huruf a dan huruf b perlu. menetapkan

;;;"t";"t Bupati Morowali tentang piagam Audit

i;;;JJt ringrcungan Pemerintah Kabupaten Morowali'

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

pembentukan Kabupaten Buol, Kabup. aten Morowali' dan

ilfi;;;"-ficc;'i Kepulauan (Lemb-aran Negara

ill"rltrir. i"aott""fi r"rt"" 1999 Nomor 179' Tambahan

H;;;'^N;;;a nepuulit Indonesia Nomor 3e00)

;;;il;;-ietan aiuuarr dan disempurnakan dengan

;;;il;-;i""g Nomor 11 rahun 2ooo rentang

oerubahan "tas 
u"oattg:undang Nomor s]^Tahun 1999td#;; nal rah"un 2000 Nomor 78' rambahan

il*'t*"t n"gira Republik Indonesia Nomor 3966);



2.

3.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keualgan {Lembaran Negara Republik
Indonesia 20O6 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor a6541 ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2OlO tentang
pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang nomor 4 Tahun 20O9 Tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 30 Tahun 2O02 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran
Negara Republik Indonesia nomor 78, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Reoirbtit< Indonesia lahrrtt 2O05 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarall
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah'

Pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

fabupatenTXota(kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 4738);



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerntah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a89O);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 20ll tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor
010);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Morowali (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 002
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor
or23);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan
Tlrgas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Morowali (kmbaran Daerah Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 005. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Nomor 0126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG PIAGAM AUDIT
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI

Pasal I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

11.

IJ.

t4.

I.

2.

?

4.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah BuPati Morowali.

satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

perangf."t iaerah p-ada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Morowali

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morovali'
tnspektur adalah Inspektur Kabupaten Morowali'

5.



7

8.

9.

10.

Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang
menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Morowali dan memuat tujuan' wewenang, dan
tanggung jawab kegiatan pengawas€ul intern oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP

"a.r"r, 
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali'

sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada

tindakan alan tegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinar dan seluruh pegawai untuk rrlePberikan keyakinan me.lafai

"t " ter"apait ya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan'

SistemPengendalianlnternPemerintah,yangselanjutnyadisingkatSPIP'
adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan - secara menyeluruh di

hglungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah'

Pengawasanlnternadalahseluruhproses-kegiatanaudit'reviu'evaluasi'
;;;;t"""r, dan kegiatan pelgawasan. lain terhadap penyelenggaraan

[ugas art fungsi organisasi 
-dalam 

rangka memberikan keyakinan yang

-Jmaaai bahwa kegiatan telah dilalsanakan sesuai dengan tolok.ukur

u.t* ,"t"t ditetaPkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

irf*'pftt"" a"fam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Pasal 2
MAKSUDDAN TUJUAN

Piasam Audit Intemal merupakan peraturan yang dibuat- gdTl-:"ttgtt"
ffi;;;;.k;-"i.mnt"" manajem;n ri.giko dan tata kelola APIP vang

diharapkan dapat *""i"gfttl*"t. nilai serta perbaikan ' melalui

pendekatan yang ","tit""ti", 
dengan cara mengevaluasi dan

#;;;;.,k"t' "r"iti"it " "'""tj"*"tt 
risiko' pengendalian' dan proses

tata kelola APIP.

Pasal 3
PIAGAM AUDIT INTERNAL

(1). Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat' Visi

Dan Misi, Tugas rotJk ii"t e""g"i Inspektorat' Kewelangan Inspektorat'

Tanggung Uu*.t rn"p"ttot"t, Tuiuan' S"""r'o' dan Lingkup Pengawasan

Inspektorat ruu.tp#i'-la*o*J' Iiode Etik Dan Standar Audit APIP'

Persvaratan Auditor inspektorat' Larangan Perangkapan T\rgas' Dan

Jabatan Auditor, Htb;;;; K;;bttt rooiaitt"si' dan Penilaian Berkala

(2). Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Morowali'

(3). Bentuk,isi dan penjelasan. piagam audit internal diatur dalam

'"'' -t-*oi.utt Peraturan Bupati ini'



Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Buneku .tL ' [l,G€l &tbpada tanggal ..4...

BUPATI MOROWALI,

Diundanskan di Bunelnr
pada t nEs"l ....7....Meff.I Nt6.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI'

UAII),ZT'il ILWAI| RIDIIWAIT

BERTTA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAT{UN 2016 NOMOR

p6 ft .i\ F K{"}Crffi) I ti frS|


